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WALIKOTA  BANJAR 
 

PERATURAN WALIKOTA BANJAR 
NOMOR      34   TAHUN 2013 

 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)  

KOTA BANJAR TAHUN 2014 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
 

WALIKOTA BANJAR,  

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar yang 
memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas 

Pembangunan, Program dan Kegiatan OPD serta rencana 
pendanaan, perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah; 

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014, 
merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 
Kota Banjar Tahun 2005-2025 atau dokumen 
perencanaan daerah lainnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjar Tahun 
2014, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;  

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4244); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);     

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20   Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4406);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4664); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4816); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2004 - 2009; 
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi RKPD Tahun 2014; 
27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar; 
28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kota Banjar Tahun 2005-2025; 

29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar 
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008  Nomor 7);  

30. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Perubahan  Ketiga Atas Peraturan Daerah 

Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota 

Banjar Tahun 2012 Nomor 15); 
31. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Banjar Tahun Anggaran 2013.  

 

Memperhatikan  : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2014; 
 

 
MEMUTUSKAN :  

 

 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA BANJAR TAHUN 
2014.  

 
Pasal  1 

 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota 
Banjar Tahun Anggaran 2014, menjadi pedoman bagi 

Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun program, 
kegiatan dan anggaran. 
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Pasal  2 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)  
sebagaimana dimaksud  pada pasal 1 dirinci lebih lanjut 

dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak 
terpisahkan dari peraturan walikota ini.  

Pasal  3 
Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini 

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. 

Pasal  4 

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Banjar. 

 

Ditetapkan di  Banjar  
pada tanggal 29 Mei 2013 

 
WALIKOTA BANJAR, 

                
 ttd 
 

HERMAN SUTRISNO  
 

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 29 Mei 2013 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 
 

 
                  ttd 

 
  YAYAT SUPRIYATNA 

 
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 

 

 


